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KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas
Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan
dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan
berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan
Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban
kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu
Kabupaten Pemalang pada hari Rabu tanggal 8 Mei Tahun 2024
memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
serta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024 kepada Divisi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pemalang
sebagai penanggung jawab;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Pemalang tentang
Penunjukan User Viewer Bawaslu Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2024.

. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan



Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan,;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022
tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2024;

11.Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:



605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;

12.Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang Nomor:

375/HK.01.01/K.JT-19/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan
Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa

Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

MENUGASKAN :
No. Nama Jabatan | Kedudukan Dalam Tim Tugas
1 Bayu Hernowo, S.H. Staf Anggota User Viewer
SILONKADA
UNTUK . Melakukan kegiatan pencegahan dalam Tahapan Pencalonan

Tembusan Kepada Yth.:
1.
2

3.
4.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;

. Melakukan pengawasan dalam Tahapan Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2024;

. Mengisi Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2024;

. Menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Model A (Form A) di

setiap melakukan kerja pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 20244 dalam format word/Pdf dan diunggah

di email: sengketabawaslukabpemalang@gmail.com ;

. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1

sampai dengan angka 5 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten
Pemalang.

Ditetapkan di : Pem
pada tanggal :

SUDADI, S.H.

{

Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
(Nomor 1 dan 2 sebagai laporan)

Yang bersangkutan;

Arsip.



